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ABSTRAKSI 

 

Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada dilangit dan bumi ternasuk 

tanah hakikatnya adalah milik Allah SWT semata. Sebagai pemilik hakiki dari segala 

sesuatu (termasuk tanah) kemudian Allah SWT memberikan kuasa (istikhlaf) kepada 

manusia untuk mengelola milik Allah ini sesuai dengan hukum-hukum-Nya. Asal 

usul kepemilikan (aslul milki) adalah milik Allah SWT, dan bahwa manusia tidak 

mempunyai hak kecuali memanfaatkan (tasarruf) dengan cara yang diridhai oleh 

Allah SWT. Konsekuensi yuridisnya, maka setiap kebijakan dibidang pertanahan 

hendaklah dilaksanakan dengan mengaplikasikan hukum-hukum Allah SWT kedalam 

kebijakan tersebut.   

Tanah merupakan salah satu faktor produksi penting yang harus dimanfaatkan  

secara optimal. Setiap jenis tanah selain mempunyai zat yakni tanah, yaitu tanah itu 

sendiri, juga mempunyai manfaat tertentu misalnya untuk pertanian, perumahan atau 

industri. Islam memperbolehkan seseorang memiliki tanah  memanfaatkannya. Kalau 

dicermati nas-nas syara’ yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, maka ditemukan 

ketentuan hukum tentang tanah berbeda dengan kepemilikan benda-benda lainnya. Di 

dalam al-Quran sebagai sumber hukum Islam banyak ditemukan ayat-ayat yang 

berbicara tentang bumi/tanah sebagai karunia Allah Swt kepada manusia.  

Ada tiga kata yang disebutkan Allah Swt tentang tanah di dalam Alquran, di 

samping kata al-ardhun ( ح شع)  kata yang juga banyak disinggung adalah al-thin 

( ُط٤ٖح ) kemudian kata al-turab ( حدُظشح ) yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia berarti tanah. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya kata-kata al-ard  (  ﴿ 

 diungkap oleh al-Quran, antara lain QS. Al-Nahl: 16/52-65-73-77, seperti yangأاشغ

terdapat di dalam QS. Al-Nahl: 16/65: 
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 َٕ ؼُٞ َٔ ٍّ ٣غَْ ْٞ وَ ُِ ُِيَ ٣٥َشً  َّٕ ك٢ِ رَ خ اِ َٜ طِ ْٞ َٓ ِٚ حاسْعَ رؼَْذَ  خاً كَؤك٤ََْخ رِ َٓ خاِ  َٔ َٖ حُغَّ ِٓ  ٍَ ْٗضَ ُ أَ اللََّّ َٝ
46

 

Artinya: “Dan Allah menurunkan dari langit air (hujan) dan dengan air itu 

dihidupkan-Nya bumi (al-ard) sesudah matinya. Sesungguhya pada yang 

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) yang 

orang-orang yang mendengarkan (pelajaran)”. 

Kata-kata  al-thin ( ُط٤ٖح ) terdapat dalam QS. Ali-Imran: 3/49, Al-Maidah:5/110, Al-

An‟am: 6/2, Al-A‟raf: 7/12, sebenarnya masih banyak lagi dalam al-Quran kata-kata 

al-thin ( ُط٤ٖح ). Salah satunya yang terdapat dalam QS. Ali-Imran: 3/49:  

ُٕ ؽ٤َْشًح  ٌُٞ ِٚ ك٤ََ ْٗلخُُ ك٤ِ َ ٤ْجشَِ حُط٤َّْشِ كَؤ َٜ ًَ  ِٖ ٤ َٖ حُطِّ ِٓ  ْْ ٌُ ْْ أ٢َِّٗ أخَِْنُُ َُ ٌُ ْٖ سَرِّ ِٓ ْْ رِآ٣َشٍ  ٌُ ُ ََ أ٢َِّٗ هَذْ ؿِجظْ سَعُٞ  ا٠َُِ ر٢َِ٘ اعِْشَحث٤ِ َٝ

 ِ ِٕ اللََّّ ط٠َ رِبرِْ ْٞ َٔ ُْ أك٢ِ٤ُْ ح َٝ حارْشَصَ  َٝ  َٚ َٔ ًْ أرُْشِةُ حا َٝ  ِ ِٕ اللََّّ …رِبرِْ
47

   

Artinya: “dan (sebagai) Rasul kepada Bani Israil (yang berkata kepada 

mereka):"Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa 

sesuatu tanda (mukjizat) dari Tuhanmu, Yaitu aku membuat untuk kamu 

dari tanah berbentuk burung; kemudian aku meniupnya, Maka ia menjadi 

seekor burung dengan seizin Allah…  

Kata-kata al-turab ( حدُظشح ) terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 2/264, Ali-

Imran: 3/59, Al-Kahfi: 18/37, Al-Hajj: 22/35. dalam al-Quran masih banyak lagi 

Kata-kata al-turab ( حدُظشح ). Misalnya QS. Al-Baqarah: 2/264. 

ؼَُُِٚ  َٔ ِّ ح٥خِشِ كَ ْٞ َ٤ُْ ح َٝ  ِ ُٖ رِخللََّّ ِٓ َٝ  ٣ئُْ خَُُٚ سِثخَاَ حَُّ٘خطِ  َٓ ْ٘لِنُ  خَُّز١ِ ٣ُ ًَ حارَٟ  َٝ  ِّٖ َٔ ُْ ْْ رِخ ٌُ ُ٘ٞح   طزُْطُِِٞح طَذهََخطِ َٓ َٖ آ خ حَُّز٣ِ َٜ ٣َخ أ٣َُّ

 َٖ ٌَخكِش٣ِ ُْ َّ ح ْٞ ُْوَ ذ١ِ ح ْٜ َ٣   ُ اللََّّ َٝ ًَغَزُٞح  خ  َّٔ ِٓ َٕ ػ٠ََِ ش٢َْاٍ  ِْذحً   ٣وَْذِسُٝ ًَُٚ طَ ٌَ كظَشََ حرِ َٝ ِٚ طشَُحدٌ كَؤطََخرَُٚ  ٍٕ ػ٤ََِْ ح َٞ َِ طَلْ ؼَ َٔ ًَ

(ٕ٦ٗ)
 48

   

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) 

sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si 

penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada 

manusia dan Dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka 

perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, 

kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah Dia bersih (tidak 

bertanah). mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka 

usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang 

kafir.   

                                                 
46

 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi, 

(Semarang: PT. Karya Toha Putra,t.t). h.523. 
47

 Agama RI, Al-Qur‟an, h. 102-103. 
48

 Ibid, Agama RI, Al-Qur‟an h. 82-83. 
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Menurut Al- Raghib al-Ashfahani difinisi “tanah” yaitu: ”dengan sesuatu yang 

rendah atau di bawah (kebalikan dari sesuatu yang tinngi, misal: langit); sesuatu yang 

bisa menumbuhkan sesuatu yang lain atau sesuatu yang bisa menyuburkan sesuatu.
49

 

Difinisi serupa juga dikemukakan oleh Fairuz Abadi dalam Al-Qamus Al-Muhith
50

 

Abdurrahman memberikan definisi tanah yaitu “tempat bermukim bagi ummat 

manusia disamping sebagai sumber kehidupan bagi mereka yang mencari nafkah 

melalui usaha tani”.
51

 Boedi Harsono memberikan defenisi tentang tanah yaitu 

“adapun permukaan bumi itu disebut tanah, dalam penggunaannya meliputi juga 

tubuh bumi dan air serta ruang angkasa yang ada di atasnya sekedar hal itu diperlukan 

untuk kepentingan langsung berhubungan dengan tanah tersebut”.
52

 K. Wancik Saleh 

berpendapat, yang dimaksud dengan tanah adalah hanya “permukaan bumi”,
53

 jadi 

merupakan sebagian dari pada bumi.     

Releigh Barlowe Mengibaratkan tanah sebagai sepotong intan (batu permata) 

yang mempunyai banyak sisi, adakalanya tanah dipandang sebagai ruang, 

alam, faktor produksi, barang-barang konsumsi, milik, dan modal. Di samping 

itu ada juga yang memandang tanah sebagai benda yang berkaitan dengan 

Tuhan (sang pencipta), berkaitan dengan masyarakat yang menimbulkan 

pandangan bahwa tanah sebagai kosmos, dan pandangan bahwa tanah adalah 

sebagai tabungan (saving) serta menjadikan tanah sebagai asset (kekayaan).
 54

 

Dari rangkaian pengertian di atas maka definisi operasional akan tanah yaitu 

permukaan bumi yang dijadikan sebagai tempat tinggal dan tempat mencari nafkah 

bagi ummat manusia. Kepemilikan lahan di dalam Islam sangat tergantung dengan 

status tanah yang bersangkutan apakah tanah yang diperoleh karena penaklukan atau 

tidak. Kepemilikan atas tanah juga tergantung dengan status pemanfaatannya apakah 

untuk pertanian atau untuk selain pertanian. Juga status lahan tersebut apakah tanah 

yang mati ataukah tanah yang sudah pernah dihidupkan. Serta tanah tersebut apakah 

dimiliki oleh individu ataukah oleh Negara. 

                                                 
49

Al-Raghib Al-Ashfahani, Al-Mu‟jam Al-Mufradat li Al-Fazh Al-Qur‟an, (Beirut: Dar Al-

Kutub Al-„Ilmiyyah, 2004), h. 22-23. 
50

  Muhammad ibn Ya‟qup Fairuz Abadi, Al-Qamus Al-Muhith, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-

„Ilmiyyah, 2004), h. 658.. 
51

 Abdurrahman, Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan 

Umum, (Bandung,: Citra Aditya Bakti, 1994), h. 25. 
52

   Boedi Harsono,  Hukum Agraria Bagian I, (Jakarta: Djambatan 1975), jilid I, h. 5. 
53

   Saleh, K. Wancik, Hak Anda Atas Tanah, , (Jakarta: Ghalia Indonesia 1977), h. 10. 
54

  Releigh Barlowe, Land Resource Economics: The Economics of Real Estate, (New Jersey: 

Prentice-Hall Inc, 1978), h. 10.  
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Dengan menelaah hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah tanah di 

dalam Islam akan ditemukan bahwa hukum-hukum tersebut ditetapkan agar tanah 

yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan rakyat atau masyarakat 

keseluruhan, serta dalam rangka menjamin tercapainya tujuan politik ekonomi Islam 

yakni adanya jaminan kebutuhan pokok bagi setiap anggota masyarakat sekaligus 

menjamin adanya peluang untuk memenuhi kebutuhan pelengkap (sekunder dan 

tersier) masyarakat. Hukum pertanahan dalam Islam dapat didefinisikan sebagai 

“hukum-hukum Islam mengenai tanah dalam kaitannya dengan hak kepemilikan 

(milkiyah), pengelolaan (tasarruf), dan pendistribusian (tauzi') tanah”.
55

 Pengakuan 

Islam terhadap pemilikian tanah, menyebabkan pemilik tanah memiliki hak-hak atas 

tanah yaitu: 

1) Al-Milkiyah (ح٤ٌُِٔش) = Hak Milik. 

2) Ijarah (ٙحؿخس ) = Hak Sewa. 

3) Muzara‟ah  (ٚٓضحسػ) = Hak Pakai - Hak Bagi Hasil. 

4) Ihya‟ al-mawat (حك٤خا حُٔٞحس) = Membuka Tanah 

5) Rahn (ٖٛحُش) = Hak Gadai Atas Tanah 

 

1) Al-Milkiyah  (ح٤ٌُِٔش) = Hak Milik. 

Hukum Islam mengakui adanya hak kepemilikan manusia, meskipun hak itu 

hanya terbatas pada legalitas pengelolaan dan pemanfaatannya sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syari’ (Allah) sebagai pemilik sebenarnya. 

Sebagaimana yang tercantum dalam QS. Al-„Imran: 3/109. QS. Al-Ma’idah: 5/17. 

QS. Al-Ma’idah: 5/120 

َِّ ش٢َْاٍ هَذ٣ِشٌ  ًُ َٞ ػ٠ََِ  ُٛ َٝ  َّٖ ِٜ خ ك٤ِ َٓ َٝ حاسْعِ  َٝ حصِ  َٝ خ َٔ ِْيُ حُغَّ ُٓ  ِ (ٕٓٔ)لِلََّّ
56

 

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di 

dalamnya dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu”.  

Allah memberikan hak dan wewenang kepada manusia untuk memiliki, 

mengelola dan memanfaatkan seluruh benda yang ada termasuk di dalamnya bumi 

dan segala isinya adalah karunia Allah Swt. Konsep hak milik atau kepemilikan 

dalam Islam, dalam terma fikih sering disebut sebagai milkiyah. Kata al-Milkiyah 

berasal dari “ِٓي” atau “٣ِٔي” yang mempunyai arti “adanya hubungan antara orang 

                                                 
55

 Jamaluddin Mahasari, Pertanahan dalam Hukum Islam, (Yogyakarta: Gama Media, 2008), 

h.39. 

               
56

 Agama RI, Al-Qur‟an, h. 1196-1197. 
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dengan harta yang ditetapkan oleh syara’, sehingga ia dapat bertindak dan 

memanfaatkan harta itu sesuai dengan kehendaknya”.
57

 Menurut etimologi “ hak 

milik” berasal dari kata “hak dan milik”. “Hak adalah menetapkan sesuatu dan 

memastikannya”.
58

  

Sedangkan menurut hukum Islam hak milik ada dua macam ; 

a) al-Milk al-tam  (ّحُِٔي حُظخ)   

b) al-Milk al-Naqis  ( حُِٔي حُ٘خهض)  

 

a).  al-Milk al-tam  

      Milk tam ialah hak yang meliputi ’ain (zat) benda dan manfaat benda itu 

sekaligus, dengan demikian milkut tam memiliki suatu benda dan 

sekaligus mendapatkan manfaatnya. Bentuk kepemilikan ini dikatagorikan 

sebagai pemilikan sempurna (al-milk al-tam), karena pemiliknya memiliki 

otoritas untuk menguasai materi (benda) dan manfaatnya sekaligus. 

Pemilikan ini tidak dibatasi oleh waktu dan tidak dapat digugurkan hak 

miliknya oleh orang lain.  

b).  al-Milk al-Naqis (حُِٔي حُ٘خهض)  

Milk naqis ialah “seseorang hanya memiliki bendanya saja, tetapi 

manfaatnya diserahkan kepada orang lain atau sebaliknya, seseorang 

hanya memiliki hak memanfaatkan suatu benda, sedangkan hak miliknya 

dikuasai oleh orang lain”.
59

  

2) Ijarah  (ٙحؿخس) = Hak Sewa. 

Menurut pengertian syara’ (hukum Islam) sewa menyewa dinamakan al-

ijarah, “secara etimologis, kata ijarah berasal dari kata ajru yang berarti “’iwad” 

pengganti. Oleh karena itu, “śawab” pahala disebut juga  dengan ajr “upah”. 

Pengidentikan dengan ujrah (ganti) karena Allah mengganti ketaatan dan kesabaran 

seorang hamba dengan imbalan”.
60

    Sebagaimana yang dikemukakan dalam QS. Al-

Kahfi:18/77.  

                                                 
57

 Wahbah Zuhaily, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh,  (Damsyik: Dar Al-Fikr 1989), Juz V, h. 

489. 
58

 Louis Ma‟luf, Al-Munjid fi Al-Lughah wa Al-„Alam, (Beirut: Dar al-Masyriq 1986) h. 144. 
59

 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama 2000), h. 34-35.  
60

 Ibnu Qudamah, Al-Mughni, (Riyadh: Maktabah Al-Riyadh Al-Haditsah t.t ) Jilid 5, h. 432-

433. 
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 ْٞ َُ ٍَ ُٚ هَخ َٓ ْ٘وَغَّ كَؤهََخ َ٣ ْٕ خ ؿِذحَسًح ٣ش٣ُِذُ أَ َٜ ؿَذحَ ك٤ِ َٞ خ كَ َٔ ُٛ ْٕ ٣ؼ٤َُلُِّٞ ح أَ ْٞ خ كَؤرََ َٜ َِ ْٛ خ أَ َٔ ََ هَش٣َْشٍ حعْظطَْؼَ ْٛ ْٗطَِوََخ كَظ٠َّ اِرحَ أط٤َََخ أَ كَخ

ِٚ أؿَْشًح  ( ٧٧)شِجضَْ  طَّخَزصَْ ػ٤ََِْ
61

 

Artinya: Maka keduanya berjalan, hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk 

suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi 

penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya 

mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka 

Khidir menegakkan dinding itu. Musa berkata ”jikalau kamu mau, niscaya 

kamu mengambil upah untuk itu.  

Ijarah (sewa) disahkan syari’at berdasarkan al-Quran. 

Dalil QS. Az-Zhukhfuf: 43/32, QS. At- Talaq: 65/ 6, QS. Al-Qasas: 28/26-27, QS. Al-

Baqarah: 2/233 

ْْ كَ  ؿَُ٘خفَ ... ًُ ْٝ دَ ْٕ طغَْظشَْػِؼُٞح أَ ْْ أَ ُ ْٕ أسََدطْ اِ َٝ خ  َٔ ِٜ سٍ كَ  ؿَُ٘خفَ ػ٤ََِْ ُٝ طشََخ َٝ خ  َٔ ُٜ ْ٘ ِٓ ْٖ طشََحعٍ  ْٕ أسََحدحَ كِظَخ  ػَ كَبِ

َٕ رَظ٤ِشٌ  ُِٞ َٔ خ طؼَْ َٔ َ رِ َّٕ اللََّّ ٞح أَ ُٔ حػَِْ َٝ  َ حطَّوُٞح اللََّّ َٝ ؼْشُٝفِ  َٔ ُْ ْْ رِخ خ آط٤َْظُ َٓ  ْْ ظُ ْٔ ْْ اِرحَ عََِّ ٌُ (ٖٖٕ)ػ٤ََِْ
62

 

Artinya:  ”Dan jika ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu 

apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah 

kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang 

kamu kerjakan”.  

Ijarah (sewa) disahkan syari’at berdasarkan Sunnah: 

a) Riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda: 

ػٖ ػزذ الله رٖ ػٔش هخٍ هخٍ سعٍٞ الله ط٠ِ الله ػ٤ِٚ إعِْ أػطٞح حاؿ٤ش أؿشٙ هزَ إٔ ٣ـق ػشهٚ
63

                                                                  

Artinya: “Berikan upah buruh (orang sewaan) sebelum keringatnya kering.” 

b) Ahmad Abu Dawud, dan an-Nasa‟i meriwayatkan dari Said bin Abi Waqqash r.a 

yang berkata: 

ً٘خ ٌٗش١ ح سع رٔخ ػ٠ِ حُغٞحه٢ ٖٓ حُضسع ك٠ٜ٘ سعٍٞ الله صلى الله عليه وسلم ػٖ رُي ٝحٓشٗخحٕ ٌٗش٣ٜخ رزٛذ حٝ 

ٝسم
64
 

Artinya: “Dahulu kami menyewa tanah dengan bayaran tanaman yang tumbuh. 

Lalu Rasulullah melarang praktik tersebut dan memerintahkan kami agar 

membayarnya dengan uang emas atau perak.”                     

Dibolehkan menyewa tanah untuk bertani dengan pembayaran uang atau 

makanan dan lain-lainnya yang dikatagorikan sebagai harta. “Manfaat dalam aqad 

                                                 
61

 Agama RI, Al-Qur‟an, h. 578. 

               
62

 Ibid, Agama RI, Al-Qur‟an h. 70. 
63

 Abu „Abdillah Muhammad bin Yazid Sunan Ibnu Majah (Beirut: Dar al-Ihya‟, t,t), h. 817. 

                
64

 Abu ‟Abdillah Muhammad  bin  Isma‟il Al-Bukhari, Shahih Bukhari, (Beirut: Dar Ibnu 

Katsir, 2002), h. 559.  
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sewa-menyewa merupakan ma‟qud„alaihnya (objek transaksinya) dan terjadi 

pemindahan atau penguasaan, sebagaimana transaksi pemindahan hak lainnya”.
65

 

“Penguasaan manfaat pada sewa-menyewa dapat beralih pada penyewanya setelah 

manfaat itu ditukar dengan imbalan, dengan demikian manfaat dari suatu benda harus 

dapat diserahterimakan".
66

  

Kriteria ini dimaksudkan agar dalam kontrak sewa-menyewa jangan terjadi 

sewa-menyewa suatu benda yang statusnya tidak jelas, seperti benda yang masih 

dipersengketakan, atau benda yang sedang dirampas oleh pihak ke tiga dan lain-lain 

sebagainya. Jika hal-hal seperti ini dilakukan juga maka dapat menimbulkan kerugian 

bagi pihak penyewa karena pihak penyewa tidak dapat menguasai benda yang 

disewanya tersebut sehingga tidak dapat diambil manfaatnya. Oleh karena itu pihak 

penyewa hanya boleh menyewa sesuatu benda yang bermanfaat ketika dalam 

penguasaannya. Selanjutnya para ulama fikih juga sepakat bahwa “di samping 

memanfaatkan sendiri, penyewa juga boleh menyewakan benda itu kepada orang lain 

selama penyewa kedua ini memanfaatkannya sebagaimana hak manfaat yang dikuasai 

oleh penyewa pertama”.
67

     

3) Muzara’ah  ( ٓضحسػش (= Hak Pakai - Hak Bagi Hasil. 

Secara etimologis, muzara’ah adalah “akad transaksi pengolahan tanah atas 

apa yang dihasilkannya”.
68

 Maksudnya adalah “suatu kesepakatan antara empunya 

tanah dengan yang mengerjakan tanah (petani) dengan perjanjian pemberian hasil atau 

bagi hasil setengah atau sepertiga, atau lebih tinggi atau lebih rendah, disesuaikan 

dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika sebuah kebun dipersewakan 

dengan cara yang sama, disebut Musaqat (ٓغخ هخس )”.
69

  

Zira’ah merupakan salah satu bentuk kerja sama antara pekerja (buruh) dan 

pemilik tanah. Dalam kehidupan masyarakat banyak mereka-mereka tidak 

mempunyai atau memiliki tanah tapi  mereka mempunyai keahlian dalam pengolahan 

tanah atau sebaliknya banyak pemilik tanah yang tidak punya kesempatan atau 
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kemampuan untuk mengolah tanah-tanah mereka. Islam mensyariatkan zira’ah 

sebagai upaya mempertemukan kepentingan dua belah pihak. 

Praktek muzara’ah model tersebut pernah dilakukan Rasulullah dan para 

sahabat setelahnya. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas 

bahwa Rasulullah Saw mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah 

sebagian dari biji-bijian dan buah-buahan yang bisa dihasilkan tanah Khaibar. 

Praktek muzara’ah ini juga dilakukan oleh istri-istri Nabi Muhammad Saw 

dan hampir seluruh penduduk Madinah melakukan praktek tersebut, dan hal 

ini telah menjadi suatu teradisi yang tidak dapat dihapuskan begitu saja dan hal 

ini juga dilakukan oleh khalifah-khalifah sesudahnya, para sahabat sepakat 

melakukannya dan tidak seorangpun yang tidak turut serta melakukannya, jadi 

tradisi ini tidak mungkin dihapuskan. Umar bin Khattab ra pernah melakukan 

muzara’ah dengan penduduk Najran yang pemiliknya diusir dengan 

persayaratan jika besi, sapi dan benih berasal dari Umar maka bagi Umar dua 

pertiga dan bagi penduduk Najran sepertiga, tetapi jika besi, sapi dan benih 

berasal dari Najran maka bagian mereka seperdua dan bagi Umar seperdua. 
70

  

Adapun unsur produksi dalam muzara’ah adalah lahan pertanian, pekerja (muzari’) 

dan modal, dimana kadang pekerja bekerja sendiri dan tidak ada yang membantunya. 

Dalam hal ini pekerja tersebut lebih mirip buruh, namun terkadang muzari’ bekerja 

dengan dibantu hamba sahaya yang bekerja dibawah pengawasannya, dalam hal ini ia 

lebih mirip dengan manajer. 

4) Ihya‟ al-mawat  (حك٤خا حُٔٞحص) = Membuka Tanah 

Hukum Islam mengenal lembaga tanah terlantar dengan istilah ”ihya‟ al-

mawat” (membuka tanah) “lahan mati dan belum pernah ditanami sehingga tanah 

tersebut dapat memberikan manfaat untuk tempat tinggal, bercocok tanam”.
71

 Hak 

membuka tanah dalam Islam disebut ihya‟ maut atau ihya‟ al-mawat yaitu 

menghidupkan tanah yang mati atau tanah kosong yang belum pernah dibangun dan 

diatur sehingga tanah itu dapat dimanfaatkan untuk ditempati atau dikelola dan lain 

sebagainya.Dalam Alquran, seperti yang terdapat di dalarn QS. An-Nahl: 16/ 65, QS. 

Al-Jasiah; 45/5. QS. Al-Baqarah: 2/164 
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 ٍَ ْٗضَ خ أَ َٓ َٝ ْ٘لَغُ حَُّ٘خطَ  خ ٣َ َٔ ُْزَلْشِ رِ ش١ِ ك٢ِ ح ْـ ِْيِ حَُّظ٢ِ طَ ُْلُ ح َٝ خسِ  َٜ حَُّ٘ َٝ  َِ حخْظِ فِ ح٤َُِّْ َٝ حاسْعِ  َٝ حصِ  َٝ خ َٔ ِْنِ حُغَّ َّٕ ك٢ِ خَ اِ

شِ  غَخَّ ُٔ ُْ حُغَّلَخدِ ح َٝ ٣َخفِ  طظَْش٣ِقِ حُشِّ َٝ َِّ دحَرَّشٍ  ًُ  ْٖ ِٓ خ  َٜ رغََّ ك٤ِ َٝ خ  َٜ طِ ْٞ َٓ ِٚ حاسْعَ رؼَْذَ  خاٍ كَؤك٤ََْخ رِ َٓ  ْٖ ِٓ خاِ  َٔ َٖ حُغَّ ِٓ  ُ اللََّّ

 َٕ ٍّ ٣ؼَْوُِِٞ ْٞ وَ ُِ حاسْعِ ٣٥َخصٍ  َٝ خاِ  َٔ َٖ حُغَّ ( ٦ٗٔ)ر٤َْ
72

 

Artinya: Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam 

dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi 

manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan 

air itu Dia menghidupkan bumi sesudah mati (kering)nya, dan Dia 

sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan 

yang dikendalikan antara langit dan bumi sesungguhnya (terdapat) tanda-

tanda (Keesaan dan Kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkannya. 

Menghidupkan tanah yang mati itu suatu petunjuk dari Rasulullah Saw, secara    

mutlak, walaupun demikian harus juga kembali kepada adat kebiasaan karena 

sesungguhnya terkadang diterangkan secara mutlak oleh Rasulullah Saw. 

Menghidupkan tanah yang mati itu menurut kebiasaan yang berlaku dapat 

terjadi dengan salah satu dari lima cara:  

           a).   pemutihan tanah dan pengurusan surat-surat bukti pemilikan tanah,  

           b).   pembersihan lahan dan pengolahannya untuk siap tanam,  

           c).   pembangunan tembok sekeliling tanah itu,  

           d).   menggali parit yang dalam yang menjadikan orang lain dapat melihatnya    

selain pemiliknya  

           e). menghidupkan tanah berarti memakmurkannya, mengelolanya sehingga 

memberikan manfaat bagi manusia.
73

  

Ard al-mawat  yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan arti “tanah 

mati”,
74

 atau ”tanah tanpa tuan”
75

 atau “ bumi mati”.
76

 Pengertian tanah mawat atau 

tanah mati menurut hukum Islam ditujukan terhadap tanah-tanah yang belum dimiliki 

atau dikelola oleh seseorang artinya tanah tersebut belum ada pemiliknya. Tanah 

boleh dianggap atau dinyatakan tidak bertuan tidak ada pemiliknya jika benar-benar 

tanah tersebut tidak ada pemiliknya atau tanah tersebut jauh dari perkampungan 
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masyarakat sehingga tidak ada dugaan tanah tersebut ada pemiliknya atau 

penghuninya. Dasar dari pembukaan tanah ini melihat adat istiadat atau adat 

kebiasaan yang berlaku.  

Rasulullah bersabda:                                                              

                                    َُُٚ ٢َ ِٜ ٤ظِّشًَ كَ َٓ ْٖ أك٤ََْ خ أسَْػًخ  َٓ  ٍَ َْ هَخ عََِّ َٝ  ِٚ ُ ػ٤ََِْ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ ط٠ََِّ اللََّّ  ػَ

Artinya:  “Barangsiapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi 

miliknya." (HR Bukhari)
77

 

5) Hak Gadai Atas Tanah. (ٖٛحُش) 

a) Pengertian Gadai. 

Dalam istilah bahasa Arab “gadai” diistilahkan dengan “rahn” dan dapat juga 

dinamai dengan “al-habs”. Secara etimologis “rahn” berarti “tetap atau lestari”, 

sedangkan “al-habs” berarti “penahanan”.
78

 Untuk kata “al-habs” firman Allah Swt 

dalam  QS. Al-Muddassir: 74/38.  

٤َ٘شٌ  ِٛ ًَغَزضَْ سَ خ  َٔ َُّ ٗلَْظٍ رِ ًُ(ٖ٨)
79

 

Artinya: “Tiap-tiap pribadi terikat tertahan atas apa yang telah diperbuatnya”   

Adapun pengertian yang terkandung dalam istilah tersebut menjadikan barang 

yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan 

hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa 

mengambil sebagai jaminan (manfaat) dari barang itu. Jadi gadai terjadi 

apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia mengagunkan barang 

miliknya baik berupa barang tak bergerak atau berupa ternak yang berada di 

bawah kekuasaannya kepada pemberi pinjaman sampai ia melunasi hutangnya 

kembali.
80

 

Gadai adalah “perjanjian (akad) pinjam meminjam dengan menyerahkan 

barang sebagai jaminan”.
81

 Pengertian gadai yang ada dalam syari’at Islam agak 

berbeda dengan pengertian gadai yang terdapat dalam KUH Perdata dan ketentuan 

yang terdapat dalam hukum adat. “Gadai menurut ketentuan syari’at Islam adalah 

merupakan kombinasi pengertian gadai yang terdapat dalam KUH Perdata dan hukum 

adat terutama sekali menyangkut objek perjanjian gadai menurut syari’at Islam adalah 

                                                 
 

77
An-Nabhani, An-Nizham, h. 79. Abu ‟Abdillah Muhammad bin Isma‟il Al-Bukhari, Shahih 

Bukhari, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002),h. 562   
78

 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, jilid 12 (Bandung: Al-Maarif, 1988), h. 139. 
79

   Agama RI, Al-Qur‟an, h. 1193.               
80

  Sabiq, Fiqh Sunnah, h. 150. 
81

  Masyfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, (Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1994) h. 123. 



41 

 

barang mempunyai nilai harta, tidak dipersoalkan apakah dia merupakan benda 

bergerak atau tidak bergerak”.
82

 

Jadi menurut syari’at Islam objek perjanjian gadai tidak dipersoalkan apakah 

benda bergerak atau tidak. Berdasarkan ketentuan itu maka tanah pertanian dapat 

dijadikan sebagai salah satu objek gadai. Perkembangan pelaksanaan gadai sekarang 

ini objeknya tidak hanya tanah (sawah) saja tetapi juga pohon atau tumbuhan yang 

berada di atas tanah, kolam ikan dapat digadaikan, Pada perinsipnya memang tidak 

membedakan benda yang dijadikan objek gadai, hukum perdata barat hanya mengenal 

objek gadai adalah benda bergerak saja dengan pemindahan penguasaan berada di 

tangan kreditur.    

Adapun istilah yang dipergunakan dalam perjanjian gadai menurut ketentuan 

syari’at Islam adalah: 

(1) “Pemilik barang (yang berhutang) atau penggadai diistilahkan dengan “rahin”. 

(2) Orang yang mengutangkan atau penerima gadai diistilahkan dengan “murtahin”.  

(3) Objek atau barang yang digadaikan diistilahkan dengan “rahn”. 
83

  

 

b) Dasar Hukum Gadai.  

Adapun dasar hukum lembaga gadai menurut hukum Islam adalah: 

(1) Dalil yang mengatur dalam Alquran  yaitu QS. Al-Baqarah: 2/283 

 

َ سَرَُّٚ  ٤ُْظََّنِ اللََّّ َٝ خٗظََُٚ  َٓ َٖ أَ ِٔ ٤ِْئَُدِّ حَُّز١ِ حإْطُ ْْ رؼَْؼًخ كَ ٌُ َٖ رؼَْؼُ ِٓ ْٕ أَ وْزُٞػَشٌ كَبِ َٓ  ٌٕ َٛخ خطزًِخ كَشِ ًَ ذُٝح  ِـ ْْ طَ َُ َٝ ْْ ػ٠ََِ عَلَشٍ  ْ٘ظُ ًُ  ْٕ اِ َٝ

 ٌْ ٤ ِِ َٕ ػَ ُِٞ َٔ خ طؼَْ َٔ ُ رِ اللََّّ َٝ ِْزُُٚ  ٌْ هَ خ كَبَُِّٗٚ آػِ َٜ ْٔ ظُ ٌْ َ٣ ْٖ َٓ َٝ خدسََ  َٜ ٞح حُشَّ ُٔ ظُ ٌْ  (٨ٖٕ)َٝ  طَ
84

 

Artinya:  Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang 

kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah barang 

tanggungan yang dipegang (oleh pemegang gadai). Akan tetapi jika 

sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan 

amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya.  

“Dari kalimat hendaklah ada barang tanggungan dapat diartikan sebagai 

gadai”.
85

. Barang yang digadaikan haruslah merupakan barang sipemilik gadai dan 

barang gadai itu ada pada saat diadakan perjanjian gadai. Adapun “barang yang 
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digadaikan itu harus telah ada pada saat akad, berarti tidak sah “rahn” atas barang 

yang akan ada dikemudian hari”.
86

 Menyangkut barang yang dijadikan sebagai objek 

gadai ini dapat dari berbagai jenis, dan barang gadai tersebut berada di  bawah 

penguasaan penerima gadai (murtahin).  

Terjadinya gadai disebabkan karena adanya hutang, dan hutang tersebut 

diisyaratkan merupakan hutang yang tetap, dengan perkataan lain hutang 

tersebut bukan merupakan hutang yang bertambah-tambah, atau hutang  

mempunyai bunga, sebab seandainya hutang tersebut sudah merupakan hutang 

yang berbunga maka perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang 

mengandung unsur riba, sedangkan perbuatan riba ini bertentangan dengan 

ketentuan syari’at Islam.
87

 

Dalam perjanjian gadai harus ada lafaz (rukun gadai) dan lafaz dapat 

dilakukan baik bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja di  dalamnya 

terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara para pihak yang 

bersangkutan. Gadai adalah merupakan salah satu bentuk perjanjian hutang 

piutang di  dalam hukum Islam. Dalam pelaksanaannya oleh Allah Swt 

memerintahkan untuk membuat perjanjian secara tertulis dan  harus ada saksi, 

tujuan gadai sebenarnya memberikan kepercayaan kepada murtahin bahwa 

rahin akan memenuhi kewajiban membayar hutangnya. Sedangkan akad gadai 

juga bertujuan untuk meminta kepercayaan dan menjamin hutangnya, bukan 

mencari keuntungan dan hasil.
88

  

Adanya perintah menuliskan hutang adalah sesuatu bukti penghormatan Islam 

terhadap harta, baik itu berupa hutang uang yaitu sejumlah uang yang akan 

dibayar pada waktu yang telah ditentukan ataupun berupa jual beli salam yaitu 

cara pembeli membayar harganya dan ia sepakat dengan penjual tentang waktu 

penyerahan dengan menerangkan ciri-ciri barang sehingga tidak ada 

perselisihan ketika menyerahkannya.
89

 

Sedangkan “saksi itu gunanya untuk memperkuat kepercayaan. Para saksi 

dipilih berdasarkan kepercayaan kedua belah pihak (yang berhutang dan berpiutang) 
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sehingga hilanglah pertentangan. Apabila saksi-saksi itu orang yang terpercaya maka 

akan sedikitlah kemungkinan timbulnya perselisihan”.
90

 

Dalam hukum Islam diatur bahwa apabila dua orang saksi laki-laki tidak ada, 

maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang 

dipercayai. Islam telah menggariskan pula bahwa kesaksian seseorang 

perempuan menyamai kesaksian dua orang laki-laki dalam hal pribadi 

perempuan, anehnya kesaksian seorang perempuan dapat diterima dalam 

perkara yang nilainya melebihi harta yang banyak seperti masalah harga diri, 

kehormatan, keturunan dan warisan. Kesaksian seperti ini dalah kesaksian 

wanita dalam spesialnya dan kesaksian yang menyamai kesaksian dua orang 

lelaki.
91

 

“Kesaksian seorang dokter wanita dapat pula diterima dalam masalah harga diri dan 

kehormatan. Bila ia memberi kesaksian bahwa seseorang wanita masih gadis maka 

kesaksiannya tidak dapat ditolak”.
92

  

Dalam pelaksanaan gadai “harus ada pemberi gadai dan penerima gadai, 

tentang pemberi dan penerima gadai diisyaratkan keduanya merupakan orang yang 

cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syari’at 

Islam yaitu berakal dan balig”.
93

 Dalam hukum Islam tidak semua oarang mempunyai 

kecakapan untuk melakukan tindakan hukum (melaksanakan sendiri hak dan 

kewajibannya). Misalnya anak yang masih dibawah umur, orang yang tidak sehat akal 

(gila) dan orang yang boros.   

(2) Dalam sunnah Rasulullah Saw dapat ditemukan dalam hadis yang diriwayatkan 

oleh Bukhari dari Aisyah r.a, berkata: 

ُْ كَذَّػََ٘خ  ٤ ِٛ ٍَ ارِْشَح َِقِ كوََخ ََ ك٢ِ حُغَّ ُْوز٤َِ ح َٝ  َٖ ْٛ َْ حُشَّ ٤ ِٛ ْ٘ذَ ارِْشَح ًَشَْٗخ ػِ ٍَ طزَحَ شُ هَخ َٔ حكِذِ كَذَّػََ٘خ حاْػَْ َٞ ُْ غَذَّدٌ كَذَّػََ٘خ ػَزْذُ ح ُٓ كَذَّػََ٘خ 

خ َٜ ْ٘ ُ ػَ ْٖ ػَخثشَِشَ سَػ٢َِ اللََّّ دُ ػَ َٞ ََُٛ٘ٚ  حاْعَْ سَ َٝ  ٍَ خ ا٠َُِ أؿََ ًٓ ُٜٞد١ٍِّ ؽَؼَخ َ٣ ْٖ ِٓ َْ حشْظشََٟ  عََِّ َٝ  ِٚ ُ ػ٤ََِْ َّٕ حَُّ٘ز٢َِّ ط٠ََِّ اللََّّ أَ

دِسْػَُٚ 
94

 

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan 

kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al 

A'masy berkata; kami menceritakan di hadapan Ibrahim tentang 

masalah gadai dan pembayaran tunda dalam jual beli. Maka 
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Ibrahim berkata; telah menceritakan kepada kami Al Aswad dari 

'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 

pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran 

tunda sampai waktu yang ditentukan, yang Beliau menggadaikan 

(menjaminkan) baju besi Beliau. 

Ijma‟ ulama atas hukum mubah (boleh) perjanjian gadai. Hanya saja mereka 

sedikit berbeda pendapat apakah gadai hanya dibolehkan dalam keadaan bepergian 

saja atau dilakukan dimana saja. Mazhab Dhahiri, Mujahid dan al-Dhahak hanya 

membolehkan gadai pada waktu bepergian saja, berdasarkan QS. Al-Baqarah: 2/282  

ظزُُُٞٙ  ًْ ٠ كَخ ًّٔ غَ ُٓ  ٍَ ٍٖ ا٠َُِ أؿََ ْْ رِذ٣َْ ْ٘ظُ ُ٘ٞح اِرحَ طذَح٣ََ َٓ َٖ آ خ حَُّز٣ِ َٜ (٨ٕٕ )...٣َخ أ٣َُّ
95

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah  tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya” 

Sedangkan jumhur (kebanyakan ulama) membolehkan gadai pada waktu 

bepergian dan juga berada di tempat domisilinya, berdasarkan praktek Nabi 

sendiri yang melakukan gadai pada waktu Nabi berada di Madinah. Sedangkan 

ayat yang mengkaitkan gadai dengan bepergian tidak dimaksudkan sebagai 

syarat sahnya gadai, melainkan hanya menunjukkan bahwa umumnya gadai 

dilakukan pada waktu sedang bepergian. 
96

  

Berkaitan dengan pembolehan gadai ini jumhur ulama juga” berpendapat 

boleh dan mereka (jumhur ulama tersebut) tidak pernah berselisih/berbeda pendapat. 

Jadi menurut ijma‟ ulama hukum melaksanakan gadai adalah mubah (boleh)”.
97

 Dari 

uraian di atas maka gadai hukumnya ja‟iz (boleh) berdasarkan pada Alquran, sunnah 

dan ijma‟. 

“Syarat sahnya gadai itu ada 4 yaitu: 

(1) Sehat pikirannya. 

(2) Dewasa. 

(3) Barang yang digadaikan telah ada pada waktu gadai. 

(4) Barang gadai bisa diserahkan/dipegang oleh pegadai”.
98

  

Pasal 53 UUPA No. 5 Tahun 1960 ayat (1): Hak-hak yang sifatnya sementara 

sebagai yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha 
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bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi 

sifat-sifatnya yang bertentangan degan undang-undang ini dan hak-hak tersebut 

diusahakan hapusnya didalam waktu yang singkat. Pengaturan hak gadai yang diatur 

dalam Pasal 53 UUPA No. 5 Tahun dimaksud adalah gadai tanah, sebenarnya gadai 

tanah ini diatur dalam hukum adat namun sampai sekarang gadai tanah masih tetap 

dilaksanakan atau dipraktekkan oleh masyarakat terutama masyarakat desa.  

Di  dalam masyarakat adat, apabila pemilik tanah pertanian membutuhkan 

sejumlah  uang untuk keperluan mendesak, pemilik tanah biasanya akan 

menjual tanah tersebut, atau kalau dia masih mengharapkan akan menguasai 

kembali tanah tersebut dikemudian hari, ia dapat menggadaikan tanahnya 

kepada orang lain dan sewaktu-waktu dapat menebusnya kembali. Gadai 

adalah suatu lembaga sosial di desa, dimana seseorang membutuhkan uang 

untuk suatu kerja menggadaikan tanahnya sampai ia dapat kembali 

menebusnya.
99

 

Ini berarti gadai sebagai lembaga yang sudah diterima keberadaannya oleh 

suatu masyarakat dan dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam memecahkan 

masalah kebutuhan akan uang dalam keadaan yang mendesak. 

Sebagaimana telah diketahui terjadinya gadai disebabkan adanya hutang 

demikian juga terjadinya gadai tanah yang dilakukan seseorang karena adanya 

perjanjian hutang piutang dengan jaminannya tanah miliknya misalnya sawah, 

ladang, kebun, ataupun hak milik tanah tempat berdirinya rumah. Hak gadai, 

yaitu disebut juga Sende adalah suatu penyerahan tanah atau perhiasan atau 

alat-alat rumah tangga oleh pemilik kepada seorang lain disertai pembayaran 

tunai oleh orang ini kepada pemilik barang dengan maksud sipemegang gadai 

memakai dan memungut hasil dari barangnya sampai saat barang itu ditebus 

oleh pemilik dengan membayar kembali uang gadai. “Sebab seseorang yang 

melakukan perjanjian hutang piutang dengan jaminannya sawah miliknya akan 

merasa enggan untuk disaksikan oleh pihak ke tiga sebagaimana disyaratkan 

oleh hukum adat, oleh karena ia berpendapat bahwa soal hutang piutang 

adalah suatu persoalan yang bersifat pribadi dan menempatkan orang yang 

berhutang dalam posisi yang memalukan”.
100

 

                                                 
99

 A.P. Parlindungan, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, ( Bandung: CV. 

Mandar Maju 1998) h. 61.   
100

  Satjipto Rahardjo, Hukum Dan Masyarakat, (Bandung: Alumni, 1976), h. 34.   



46 

 

Menurut Ter Haar “sebenarnya gadai tanah di masyarakat lebih sering 

terjadi dari pada jual tanah”.
101

  

Agar terhindar dari malu dikatakan telah menjual tanah maka dilakukanlah 

tindakan gadai. Manakala telah terjadi gadai tanah, akan tetapi kepemilikann 

tanah tetap berada di tangan si penggadai, maka berpindahnya penguasaan itu 

hanyalah sementara ditangan sipenerima gadai. Sipemilik tidak akan 

kehilangan haknya atas tanah. Sehingga transaksinya selalu berlangsung antar 

keluarga saja.
102

  

Awalnya tindakan gadai tanah ini sebenarnya dilatarbelakangi niat, agar 

saudaranya dapat tertolong sehingga tidak harus menjual lepas benda yang 

dimiliki. Bukan sebagai jaminan (pelunasan hutang) dari uang yang 

dipinjamkan. Apalagi dalam masyarakat adat ada perasaan kewajiban 

menolong sesama saudara sehingga marwah keluarga itu tetap terpelihara. Jadi 

fungsinya bukan hanya sebagai jaminan, tapi yang utamanya adalah sebagai 

sarana tolong menolong dalam kehidupan sesama di masyarakatnya. Disadari 

atau tidak bahwa di tengah-tengah masyarakat desa, gadai tanah ini tidak bisa 

ditinggalkan, bahkan berkembang dan terus berpraktek tanpa mengikuti aturan 

yang ditetapkan Undang-Undang No. 56/Prp-Tahun 1963 Tentang Pedoman 

Penyelesaian Masalah Gadai, sungguhpun apabila terjadi permasalahan dalam 

gadai ini.
103

    

      

 Sebagaimana yang telah digariskan dalam hukum Islam, dalam perjanjian 

gadai tanah harus ada lafaz (rukun gadai) dan lafaz dapat dilakukan baik bentuk 

tertulis maupun lisan,  yang di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai 

diantara para pihak yang bersangkutan. Pelaksanaan gadai menurut hukum adat juga 

harus disaksikan olah keluarga atau kepala desa, dan pelaksanaan ijab kabul 

perjanjian gadai tanah tersebut dihadapan Kepala Desa. 

Inilah hak-hak atas tanah menurut hukum Islam. 
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